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DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI 

LAMPIRAN I.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM ( DATA ISIAN SELURUH OPD)

NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO HUMAS SETDA 

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMERINTAHAN

No. ASPEK No.IKK IKK RUMUS PERHITUNGAN Jenis Data ( Tahun 2019)
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Program yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Urusan (Diluar 

Program Non Teknis)

Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan 

(Diluar Program Non Teknis)

Penyelenggaaraan Urusan (Di luar Program 

Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta 

Realisasinya 

1 Program  Program

Apabila ada, sebutkan ada sebanyak__ yang 

terdiri dari : 46 Buah

SOP #1 Jenis SOP

2
KETAATAN THD 

PERATURAN / UU
3

Keberadaan Peraturan 

(Perda/Perkada) yang berkaitan 

dengan Penyelenggaraan Urusan

Ada atau tidak ada Apabila ada sebutkan: Perda... tidak

Jumlah jabatan yang ada 9 Jabatan

Jumlah jabatan yang harus ada 10 Jabatan

Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur 

organisasi OPD
2 Jabatan

1. Jabatan Fungsional #1 Arsip 1 Jafung

2. Jabatan Fungsional #2 Pranata Humas 1 Jafung

Jumlah PNS OPD 34 Orang

Jumlah PNS Provinsi ... orang

Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan 

Diklatpim 6 orang

Jumlah pejabat OPD yang ada
9 orang

Jumlah pejabat OPD yang memenuhi 

persyaratan kepangkatan 9 orang

Jumlah Pejabat OPD yang ada 9 orang

Jumlah dokumen perencanaan yang ada 3 Dokumen

1.RENSTRA-OPD ada

2.RENJA-OPD ada

3.RKA-OPD ada

Jumlah program RKPD yang diakomodir 

dalam Renja OPD
5 program

Jumlah program RENJA OPD 5 Program

Jumlah Program RENJA OPD yang 

diakomodir dalam RKA OPD
5 Program

Jumlah program dalam DPA OPD 5 Program

Jumlah program RKA OPD yang diakomodir 

dalam DPA OPD
5 Program

Jumlah program dalam DPA OPD 5 Program

Total anggaran OPD Rp3,763,437,920.00

9%

%

%

%

100%

100%

100%

%

Jumlah Keberadaan SOP

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi 

jumlah jabatan yang ada x 100%

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam 

struktur organisasi OPD

Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Provinsi

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan 

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi 

jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan 

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi 

jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%

ada atau tidak ada dokumen perencanaan 

OPD berikut jumlahnya

Jumlah program RKPD yang diakomodir 

dalam RENJA OPD dibagi jumlah program 

dalam RENJA OPD x 100%

Jumlah program RENJA RKPD yang 

diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah 

program dalam RKA OPD x 100%

Jumlah program RKA OPD yang diakomodir 

dalam DPA OPD dibagi jumlah program 

dalam DPA OPD x 100%

Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 

100%

Keberadaan Standard Operating 

Procedure

Rasio struktur  jabatan dan 

eselonering yang terisi

Keberadaan jabatan fungsional 

dalam struktur organisasi OPD

Rasio PNS Provinsi

Pejabat yang telah memenuhi 

persyaratan pendidikan pelatihan 

kepemimpinan

Pejabat yang telah memenuhi 

Persyaratan kepangkatan

Ada atau tidaknya dokumen 

perencanaan pembangunan di 

OPD

Jumlah Program RKPD yang 

diakomodir dalam RENJA OPD

Jumlah Program RENJA OPD yang 

diakomodir dalam RKA OPD

Jumlah Program RKA OPD yang 

diakomodir dalam DPA OPD

Anggaran OPD terhadap total 

belanja APBD
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KEBIJAKAN TEKNIS 

PENYELENGGARAAN

PENATAAN 

KELEMBAGAAN

PENGELOLAAN 

KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN

1
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Capaian Kinerja
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1 2 3 4 5 6 7 8

Total belanja APBD (anggaran) Rp.... 

Realisasi Belanja Langsung OPD Rp3,599,409,653.00

Total Realisasi Belanja OPD Rp3,599,409,653.00

Total Belanja Pemeliharaan OPD Rp102,336,427.00

Total Belanja Barang Jasa OPD Rp3,513,359,653.00

Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD Rp0

Total Belanja OPD Rp3,763,437,920.00

Jumlah komponen laporan keuangan 3 komponen Dokumen

1. Neraca ada

2. LRA ada

3. CALK ada

18
adanya inventaris barang / asset 

OPD

ada atau tidak ada inventaris barang asset 

OPD

ada/tidak ada laporan inventaris 

barang/asset OPD 5 tahun terakhir
ada

Jumlah asset yang tidak digunakan OPD Rp0

Total Asset yang dikuasai OPD Rp3,162,857,186

Jumlah fasilitas/ prasarana 

informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : buah :

1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman ada 1 Buah

2. Pos Pengaduan 2. Pos Pengaduan tidak

3. Leaflet 3. Leaflet ada

4. Mobil keliling 4. Mobil keliling tidak

5. Pengumuman di Media Massa 5. Pengumuman di Media Massa tidak

21
Keberadaan Survey Kepuasan 

Masyarakat

ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik

ada/tidak surat ketatapan hasil survey 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik

tidak

ada atau tidak ada laporan keuangan OPD 

berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan 

CALK)

Jumlah asset yang tidak digunakan OPD 

dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%

%

100.00%

2.91%

100%

100%

Keberadaan laporan keuangan 

OPD ( Neraca, LRA, Calk)

Jumlah asset yang tidak digunakan 

oleh OPD

100%

Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi 

total Realisasi Belanja APBD x 100%

Total Belanja Lansung dari total belanja 

perangkat Daerah x 100%

Total Belanja Tidak lansung dibagi total 

belanja OPD x 100%

19

20

belanja APBD

Realisasi Belanja Perangkat 

Daerah terhadap total Realisasi 

Belanja APBD

Total Belanja lansung dari total 

belanja OPD

Total Belanja Tidak  lansung dari 

total belanja OPD
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7
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LAPORAN KEUANGAN 

OPD

PENGELOLAAN BARANG 

MILIK

PEMBERIAN FASILITAS 

TERHADAP PARTISIPASI 

MASYARAKAT

6

Padang 7 Pebruari 2019

KEPALA BIRO HUMAS

Drs. JASMAN, MM

NIP 19680101 198909 1 001
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Keterangan
9

Berdasarkan Renstra 

dan DPA 2019

Keadaan 31 Desember 

2019

Tahun 2019

Yang Berlaku s.d. 

tahun2019

Keadaan 31 Desember 

2019

Keadaan 31 Desember 

2019

Keadaan 31 Desember 

2019

Keadaan 31 Desember 

2019
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9

BA Sensus Aset

Survey yang 

dilaksanakan tahun 

2019

Yang dimaksud adalah 

aset yang berfungsi baik 

namun tidak digunakan


